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Abstrak 

 
Perubahan iklim global dan meningkatnya kebutuhan energi mendorong percepatan 
pengembangan sumber energi rendah karbon yang berkelanjutan. Salah satu alternatif yang 
semakin mendapat perhatian adalah Green Nuclear Energy melalui konsep Regenerated 
Mixture (REMIX), yaitu teknologi daur ulang bahan bakar nuklir yang memanfaatkan kembali 
uranium dan plutonium dari bahan bakar bekas untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan 
sumber daya serta mengurangi volume limbah radioaktif. Meskipun demikian, penerapan 
teknologi ini tetap mengandung risiko lingkungan, keselamatan, dan keamanan yang bersifat 
kompleks serta berdampak jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
penerapan precautionary principle dalam pengembangan Green Nuclear Energy berbasis 
REMIX sebagai upaya mendukung transisi energi berkelanjutan di Indonesia. Metode yang 
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, 
konseptual, dan komparatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan, doktrin, serta 
literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa precautionary principle 
memiliki peran fundamental dalam tata kelola energi nuklir karena ketidakpastian ilmiah tidak 
dapat dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan terhadap potensi risiko serius. 
Implementasinya mencakup penguatan regulasi, sistem perizinan berbasis keselamatan, 
pengawasan independen, pengelolaan limbah radioaktif sesuai standar internasional, serta 
penguatan mekanisme tanggung jawab hukum. Selain itu, konsep REMIX memiliki potensi 
meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi limbah, namun tetap memerlukan 
pengawasan ketat karena risiko teknis dan lingkungan yang melekat. Dengan penerapan 
prinsip kehati-hatian secara konsisten, pengembangan Green Nuclear Energy berbasis 
REMIX diharapkan dapat mendukung pencapaian Net Zero Emission Indonesia sekaligus 
menjamin perlindungan lingkungan dan keadilan antargenerasi. Penelitian ini menegaskan 
pentingnya sinergi kebijakan energi dan lingkungan dalam pengembangan teknologi nuklir 
berkelanjutan di masa depan di Indonesia secara konsisten. 
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Limbah Radioaktif. 

 
Abstract 

 
Climate change and the increasing global demand for energy have accelerated the 
development of low-carbon and sustainable energy sources. One promising alternative is 
Green Nuclear Energy through the Regenerated Mixture (REMIX) concept, a nuclear fuel 
recycling technology that reuses uranium and plutonium from spent nuclear fuel to enhance 
resource efficiency and reduce radioactive waste generation. However, despite its potential 
benefits, the implementation of this technology still involves complex environmental, safety, 
and security risks with long-term and potentially irreversible impacts. This study aims to 
analyze the application of the precautionary principle in the development of REMIX-based 
Green Nuclear Energy as an effort to support Indonesia’s sustainable energy transition. The 
research employs a normative legal method (normative legal research) using a statutory 
approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and comparative 
approach (comparative approach) through library research of relevant regulations, legal 
doctrines, and scientific literature. The findings indicate that the precautionary principle plays 
a fundamental role in nuclear energy governance, as scientific uncertainty should not be 
used as justification for delaying preventive actions against serious environmental risks. Its 
implementation includes strengthening regulatory frameworks, safety-based licensing 
systems, independent regulatory oversight, radioactive waste management in accordance 
with international standards, and robust liability mechanisms. Although REMIX has significant 
potential to improve fuel efficiency and reduce waste, it still requires strict oversight due to 
inherent technical and environmental risks. Therefore, consistent application of the 
precautionary principle is essential to ensure that the development of Green Nuclear Energy 
supports Indonesia’s Net Zero Emission target while maintaining environmental protection 
and intergenerational equity. 
 
Keywords : Precautionary Principle, Green Nuclear Energy, REMIX, Sustainable Energy, 

Radioactive Waste. 
 
 

LATAR BELAKANG 
Sejak Revolusi Industri, perekonomian dunia sangat bergantung pada bahan bakar 

fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Hingga saat ini, sebagian besar kebutuhan energi 
global masih dipenuhi oleh sumber energi tersebut, sehingga rentan terhadap fluktuasi harga 
dan gangguan pasokan akibat faktor geopolitik (International Energy Agency, 2024). Di 
Indonesia, ketergantungan terhadap energi fosil juga masih tinggi dan menimbulkan 
berbagai dampak lingkungan, seperti emisi gas rumah kaca, pencemaran udara, serta 
perubahan iklim. Kondisi ini mendorong perlunya transisi menuju ekonomi hijau melalui 
pengembangan energi rendah karbon yang lebih berkelanjutan. 
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Dalam upaya mencapai target Net Zero Emission 2060 dan memperkuat ketahanan 
energi nasional, pemerintah mulai mempertimbangkan energi nuklir sebagai salah satu 
alternatif energi bersih yang mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil. 
Pemanfaatan energi nuklir sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan prinsip 
kehati-hatian yang telah diakui dalam Deklarasi Rio 1992 serta Pasal 2 huruf f Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(United Nations, 1992; Republik Indonesia, 2009). Namun, pengembangannya tetap 
memerlukan perhatian terhadap aspek keselamatan, penerimaan masyarakat, serta 
perlindungan lingkungan. 

Meskipun memiliki potensi besar sebagai sumber energi rendah karbon, energi nuklir 
masih menghadapi tantangan berupa risiko kecelakaan dan pengelolaan limbah radioaktif 
yang dapat berdampak jangka panjang terhadap manusia dan lingkungan. Untuk 
mengurangi risiko tersebut, berkembang konsep Green Nuclear Energy melalui pendekatan 
Regenerated Mixture (REMIX), yaitu pemanfaatan kembali dan daur ulang material nuklir 
yang masih bernilai guna guna meningkatkan efisiensi bahan bakar sekaligus mengurangi 
volume limbah radioaktif yang harus dikelola dalam jangka panjang. 

Namun demikian, penerapan teknologi nuklir dan konsep REMIX tetap mengandung 
ketidakpastian terhadap dampak lingkungan di masa depan. Oleh karena itu, penerapan 
precautionary principle menjadi penting sebagai dasar pengambilan kebijakan agar potensi 
ancaman serius terhadap lingkungan dapat dicegah meskipun belum terdapat kepastian 
ilmiah yang mutlak. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada penerapan 
precautionary principle dalam pengembangan Green Nuclear Energy melalui konsep REMIX 
di Indonesia, potensi dan tantangan implementasinya, serta relevansinya dalam mendukung 
pencapaian target Net Zero Emission 2060 dan ketahanan energi nasional yang 
berkelanjutan. 

 
Tujuan Penulisan 

Penulisan artikel ini secara umum bertujuan untuk memberikan kontribusi akademis 
dan kebijakan dalam wacana pengembangan energi nuklir yang bertanggung jawab di 
Indonesia. Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan precautionary 
principle sebagai landasan hukum dan kebijakan dalam pengembangan green nuclear 
energy melalui konsep REMIX, sekaligus mengidentifikasi potensi dan tantangan 
implementasinya dalam sistem pengelolaan bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif demi 
mewujudkan energi yang lebih bersih dan efisien. Di samping itu, artikel ini juga bertujuan 
mengevaluasi relevansi integrasi precautionary principle dan konsep REMIX dalam 
mendukung target ketahanan energi nasional serta komitmen Indonesia terhadap Net Zero 
Emission 2060, sehingga dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang konstruktif bagi 
pemangku kepentingan di bidang energi dan lingkungan hidup. 

 
Tinjauan Pustaka 
A. Konsep Green Nuclear Energy 

Energi Nuklir Hijau adalah konsep yang menjadikan nuklir sebagai bagian dari solusi 
energi berkelanjutan melalui kemajuan teknologi reaktor, emisi gas rumah kaca yang sangat 
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minim, serta pengelolaan limbah radioaktif yang lebih etis. Pembangkit listrik nuklir tidak 
secara langsung menghasilkan emisi gas rumah kaca saat beroperasi, oleh karena itu sering 
dipandang sebagai sumber energi rendah karbon yang mendukung transisi menuju Emisi 
Nol Bersih. Berdasarkan informasi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), energi 
nuklir menyuplai sekitar 9% dari total listrik di dunia dan hampir 25% dari total produksi listrik 
rendah karbon secara global (IAEA, 2024).  

Meski demikian, status nuklir sebagai sumber energi “hijau” masih menjadi topik 
perdebatan. Para pendukung berpendapat bahwa emisi lintas siklus hidup pembangkit nuklir 
cukup rendah, sementara mereka yang menentang menekankan isu keselamatan dan 
limbah radioaktif yang dapat bertahan lama.  Secara keseluruhan, Energi Nuklir Hijau 
didirikan di atas tiga komponen inti, yaitu: (1) pengakuan bahwa energi nuklir berkontribusi 
pada pengurangan karbon untuk mencapai sasaran iklim dunia, (2) peningkatan aspek 
keselamatan dan efisiensi melalui kemajuan teknologi dalam desain reaktor dan pengelolaan 
bahan bakar, serta (3) pengelolaan limbah radioaktif yang bertanggung jawab dan 
penerimaan masyarakat sebagai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengembangan 
energi nuklir. 

 
B. Konsep REMIX: Definisi dan Mekanisme Teknis Daur Ulang 

 Komponen kedua dari Energi Nuklir Hijau, yaitu peningkatan efisiensi melalui 
kemajuan pengelolaan bahan bakar, menemukan bentuk teknisnya pada konsep REMIX, 
sebuah kerangka pengelolaan bahan bakar nuklir bekas yang menyatukan logika reduce, 
reuse, dan mix ke dalam satu siklus bahan bakar tertutup (closed fuel cycle). Berbeda dari 
siklus terbuka yang langsung memperlakukan bahan bakar bekas sebagai limbah akhir, 
siklus tertutup memandangnya sebagai material yang masih mengandung uranium dan 
plutonium tersisa untuk dipungut kembali (Wati et al., 2024). REMIX dengan demikian 
melengkapi inovasi reaktor generasi IV dan SMR yang telah dibahas sebelumnya, karena 
yang disasar bukan desain reaktornya melainkan apa yang terjadi pada bahan bakar setelah 
keluar dari teras reaktor, sejalan dengan posisi energi nuklir dalam pencapaian Net Zero 
Emission di Indonesia (Fautngiljanan, 2023). Secara mekanis, prosesnya dimulai dari 
pemisahan kimiawi antara uranium sisa, plutonium, dan aktinida lain dari hasil belah yang 
tertinggal dalam bahan bakar bekas, untuk mengambil kembali uranium yang belum terbakar 
serta plutonium yang terbentuk selama proses di reaktor (Wati et al., 2024).  

Reaktor pembiak cepat berpendingin Pb-Bi menunjukkan breeding ratio lebih besar 
dari satu, artinya menghasilkan lebih banyak bahan fisil daripada yang dikonsumsi, sehingga 
uranium hasil pemulihan dapat diperkaya kembali dan menekan kebutuhan penambangan 
uranium alam yang baru (Nurkholilah & Fitriyani, 2019). Plutonium hasil pemisahan 
kemudian dicampur dengan uranium yang sudah diperkaya untuk menjadi bahan bakar 
oksida campuran (MOX), dengan proporsi plutonium dalam campuran tersebut menentukan 
tingkat pembakaran bahan bakar sejak awal operasi (Luthfi & Pinem, 2021). Tiga gerakan ini 
saling mengunci, satu langkah menyiapkan bahan untuk langkah berikutnya, dan secara 
empiris daur tertutup melalui olah ulang memang memberikan efisiensi penggunaan bahan 
bakar yang lebih baik dibandingkan daur terbuka serta menghindarkan plutonium dari 
penyalahgunaan, meskipun tetap menyisakan limbah toksik dari aktinida minor dan produk 
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fisi yang belum sepenuhnya terselesaikan (Silakhudin, 2008). Artinya, REMIX bukan solusi 
yang membebaskan diri dari beban limbah, melainkan mekanisme yang mendistribusikan 
ulang beban tersebut, mengurangi sebagian volume dan toksisitas namun menyisakan risiko 
baru yang lebih terkonsentrasi pada keamanan plutonium, sehingga sekuat apa pun 
argumen efisiensinya, REMIX tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan penerapan precautionary 
principle yang akan dibahas berikutnya. 

 
C. Konsep REMIX: Manfaat (Efisiensi Sumber Daya, Reduksi Limbah) 

Rosatom mengembangkan REMIX melalui anak perusahaannya, TVEL, sebagai 
salah satu solusi untuk menyelesaikan siklus bahan bakar nuklir secara utuh, seperti yang 
dijelaskan dalam penelitian Voronova et al.(2016) dan Shchepetina et al.(2020). Perbedaan 
antara MOX dengan REMIX adalah dalam cara mengolah plutonium: MOX terlebih dahulu 
memisahkan plutonium melalui proses PUREX, sedangkan REMIX langsung mencampur 
plutonium dan uranium bekas tanpa proses pemisahan, kemudian menggabungkannya 
dengan uranium alam yang sudah diperkaya. Hasilnya menunjukkan performa yang sama 
dengan bahan bakar konvensional seperti yang diteliti oleh Voronova dan tim pada tahun 
2016. 

Soal efisiensi, bahan bakar REMIX bisa diproses ulang hingga lima kali dengan kadar 
inti 100% di dalam reaktor VVER-1000. Satu reaktor bisa beroperasi selama 60 tahun 
dengan hanya mengisi bahan bakar kurang dari tiga kali, dan penggunaan uranium alam 
berkurang sekitar 20% di setiap siklus dibandingkan dengan siklus terbuka (World Nuclear 
Association, 2026). Studi simulasi pada reaktor VVER-1000/1200 menunjukkan tiga jenis 
REMIX, yaitu A, B, dan C dengan tingkat pemisahan unsur yang berbeda (Shchepetina et 
al., 2020). Terdapat temuan bahwa proses daur ulang membantu mengurangi risiko 
penyebaran senjata nuklir, hal ini berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap 
penggunaan energi nuklir dan menjadi salah satu alasan mengapa prinsip kehati-hati harus 
diterapkan (Dudnikov et al., 2016). Logikanya sesuai dengan prinsip umum pengurangan 
nuklir: bahan fisil yang dihasilkan dari reaksi fisi dipisahkan agar dapat diubah kembali 
menjadi bahan bakar bar. Dengan begitu, REMIX menjadi bukti nyata bahwa energi nuklir 
hijau bisa mengurangi dampak limbah tanpa mengurangi kemampuan menghasilkan energi.. 
Precautionary Principle: Definisi, Sejarah, Dasar Hukum Internasional 

 Precautionary principle merupakan salah satu prinsip Hukum Internasional yang 
relatif baru. Atau lebih sering dikenal dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini berkembang 
dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Dalam perkembangan teknologi, tidak 
dapat dihindari adanya dampak negatif yang sering muncul, baik terhadap kesehatan 
masyarakat maupun lingkungan. Secara umum, precautionary principle dapat diartikan 
sebagai suatu prinsip tindakan kehati-hatian yang dilakukan sebelum timbulnya dampak 
yang nyata. 

Selanjutnya prinsip ini dikonsolidasikan secara internasional melalui Rio Declaration 
1992, lalu diadopsi dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti UNFCCC 1992, 
Convention on Biological Diversity, Cartagena Protocol on Biosafety 2000, serta diperkuat 
dalam hukum Uni Eropa melalui Pasal 191 TFEU. 
 



E-ISSN: 3025-0994          
 

Halaman 1649-1671 
Volume 4 Nomor 5 Tahun 2026 

 

  

 Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research 1654 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (normative legal research), yaitu 

penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, peraturan perundang-
undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Metode ini dipilih karena 
penelitian membahas penerapan precautionary principle dalam pengembangan Green 
Nuclear Energy melalui konsep REMIX di Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi 
pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah berbagai regulasi 
terkait lingkungan hidup, ketenaganukliran, dan energi; pendekatan konseptual (conceptual 
approach) melalui kajian teori serta doktrin precautionary principle dan konsep REMIX; serta 
pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan regulasi dan 
praktik pemanfaatan energi nuklir di beberapa negara sebagai bahan pembelajaran bagi 
Indonesia. 

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan 
tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian 
internasional, dan dokumen kebijakan resmi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa 
buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, serta penelitian terdahulu yang relevan. 
Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan sumber referensi pendukung 
lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), 
kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif untuk menafsirkan norma hukum yang 
berlaku serta merumuskan rekomendasi kebijakan terkait penerapan precautionary principle 
dalam pengembangan Green Nuclear Energy melalui konsep REMIX di Indonesia. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Precautionary Principle sebagai Landasan Hukum dan Kebijakan dalam 
Pengembangan Green Nuclear Energy melalui REMIX   
1. Ketidakpastian Ilmiah sebagai Basis Penerapan Precautionary Principle 

 Precautionary principle menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah tidak boleh 
dijadikan alasan untuk menunda tindakan pencegahan apabila terdapat potensi ancaman 
serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Prinsip ini diakui dalam Prinsip 15 
Deklarasi Rio 1992 dan telah menjadi bagian dari hukum Indonesia melalui Pasal 2 huruf f 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup (United Nations, 1992; Wibisana, 2019; UU No. 32 Tahun 2009). Dengan demikian, 
pengambilan keputusan lingkungan harus tetap dilakukan meskipun bukti ilmiah belum 
sepenuhnya pasti, terutama untuk mencegah kerusakan yang sulit atau tidak dapat 
dipulihkan. 

Prinsip kehati-hatian tersebut sangat relevan dalam pengembangan energi nuklir 
melalui konsep REMIX karena pengelolaan limbah radioaktif mengandung risiko jangka 
panjang yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Meskipun REMIX menawarkan manfaat 
berupa pengurangan volume limbah dan peningkatan efisiensi bahan bakar, ketidakpastian 
mengenai dampaknya terhadap lingkungan dan generasi mendatang tetap harus 
diperhitungkan (IAEA, 2012; de Sadeleer, 2002). Oleh karena itu, penerapan precautionary 
principle menjadi landasan penting dalam perizinan, analisis keselamatan, dan pengelolaan 
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limbah radioaktif guna memastikan pengembangan green nuclear energy berlangsung 
secara aman dan berkelanjutan. 

 
2. Peran negara: Preventif vs Represif dalam Tata Kelola Risiko 

Hukum lingkungan mengenal dua paradigma tata kelola risiko, yaitu preventif, yang 
menuntut perizinan dan kelayakan teknis dipenuhi sebelum kegiatan berisiko berjalan, dan 
represif, yang bekerja melalui sanksi dan pemulihan setelah kerugian terjadi. Asas 
pencegahan dan asas kehati-hatian berbeda dari segi syarat kepastian ilmiahnya, namun 
keduanya sama-sama berorientasi preventif (di hulu) dan berhadapan dengan paradigma 
represif yang bekerja di hilir (Widagdo, Siswajanthy, dan Kusnadi, 2021). Karakter 
ketidakpastian pada precautionary principle menjadikan peran preventif negara tidak 
tergantikan oleh instrumen represif, karena sanksi pidana, gugatan, dan tanggung jawab 
mutlak baru bekerja jika kerugian sudah terjadi dan terukur asumsi yang runtuh begitu 
kontaminasi limbah REMIX bersifat lintas generasi dan tidak terpulihkan oleh kompensasi 
finansial. Logika ini sebenarnya sudah tertanam dalam kerangka hukum ketenaganukliran 
nasional pada Pasal 17 UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran mensyaratkan izin 
pada setiap tahap instalasi nuklir dengan pengawasan melalui pengaturan, perizinan, dan 
inspeksi, diperkuat PP No. 2 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2012 yang menjadikan 
kajian keselamatan sebagai syarat di muka, bukan dokumen pertanggungjawaban di 
belakang sejalan dengan konsep defence in depth IAEA, yaitu lapisan perlindungan 
berlapis yang dirancang mencegah kegagalan, bukan sekadar meredam akibatnya (IAEA, 
2006). 

Sebaliknya, instrumen represif menunjukkan keterbatasan yang semakin nyata. Pasal 
88 UU No. 32 Tahun 2009 awalnya menganut tanggung jawab mutlak, namun frasa "tanpa 
perlu pembuktian unsur kesalahan" dihapus oleh UU Cipta Kerja sehingga karakternya 
bergeser mendekati tanggung jawab berbasis kesalahan (Marpaung, 2021) sebuah 
pelemahan yang terjadi justru ketika risiko semakin kompleks. Pola serupa tampak pada 
Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage 1963 dan Protokol 1997, yang 
menetapkan tanggung jawab mutlak operator namun membatasi besaran kompensasi dan 
jangka waktu klaim (IAEA, t.t.), sementara Indonesia melalui UU No. 10 Tahun 1997 dan PP 
No. 46 Tahun 2009 menetapkan plafon tanggung jawab yang relatif kecil dibandingkan skala 
kerugian nuklir yang mungkin timbul (American Academy of Arts and Sciences, t.t.) 
membuktikan bahwa instrumen represif-kompensatoris tidak pernah dirancang untuk 
memulihkan kerugian katastropik lintas generasi, melainkan hanya mendistribusikan 
sebagian kecil bebannya. Karena itu, tata kelola REMIX harus menempatkan peran negara 
berat sebelah ke arah preventif kajian keselamatan sebagai prasyarat ex ante sejak 
perizinan dengan instrumen represif sebatas jaring pengaman residual, bukan andalan 
utama, menggantungkan harapan pada represif untuk risiko nuklir yang ireversibel dan lintas 
generasi sama dengan meninggalkan logika dasar precautionary principle itu sendiri. 

 
3. Penguatan Regulasi dalam Pengembangan Green Nuclear Energy  

Pengembangan green nuclear energy melalui konsep REMIX memerlukan penguatan 
regulasi yang menyeluruh agar implementasinya berjalan sesuai dengan prinsip kehati-
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hatian. Penguatan regulasi tersebut dapat diwujudkan melalui pembentukan atau revisi 
peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur pemanfaatan bahan bakar 
nuklir daur ulang, pengelolaan limbah radioaktif, standar keselamatan reaktor, serta 
mekanisme pengawasan dan tanggung jawab lingkungan. Saat ini, pengaturan 
ketenaganukliran di Indonesia masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1997 tentang Ketenaganukliran yang belum secara eksplisit mengakomodasi perkembangan 
teknologi daur ulang bahan bakar nuklir seperti konsep REMIX. Oleh karena itu, diperlukan 
pembaruan regulasi guna memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan teknologi 
nuklir generasi baru yang lebih ramah lingkungan (Anwar, 2021: 183). 

Selain itu, penguatan regulasi juga harus didasarkan pada integrasi antara hukum 
lingkungan dan hukum ketenaganukliran. Integrasi tersebut diperlukan agar pengembangan 
energi nuklir tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan energi nasional, tetapi 
juga menjamin perlindungan lingkungan hidup serta keselamatan masyarakat. Prinsip kehati-
hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus menjadi dasar dalam setiap 
tahapan pengembangan energi nuklir, mulai dari perencanaan, perizinan, operasional, 
hingga pengelolaan limbah radioaktif (UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 2 huruf e). Tidak hanya 
itu, penguatan regulasi juga harus mencakup pengaturan mengenai analisis risiko, penilaian 
dampak lingkungan, sistem pemantauan berkelanjutan, serta mekanisme tanggap darurat 
apabila terjadi insiden nuklir. Seluruh tahapan tersebut harus dilaksanakan secara 
transparan dan melibatkan partisipasi publik sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah dalam 
proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena 
penerimaan publik merupakan salah satu faktor utama keberhasilan pengembangan energi 
nuklir di Indonesia. Melalui keterbukaan informasi dan partisipasi masyarakat, kepercayaan 
publik terhadap pemanfaatan energi nuklir dapat ditingkatkan sehingga potensi konflik sosial 
dapat diminimalkan. Dengan demikian, penguatan regulasi tidak hanya memberikan 
kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi kebijakan, meningkatkan kepercayaan 
publik, serta mendukung pengembangan energi nuklir sebagai sumber energi berkelanjutan 
di Indonesia. 

 
4. Pengawasan Keselamatan Nuklir (Lembaga dan Mekanisme Pengawasan) 

Implementasi precautionary principle dalam pengembangan green nuclear energy 
melalui konsep REMIX memerlukan sistem pengawasan keselamatan yang kuat sebagai 
instrumen utama untuk menjamin bahwa seluruh tahapan pemanfaatan teknologi nuklir 
berlangsung secara aman dan terkendali. Di Indonesia, fungsi tersebut dilaksanakan oleh 
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) yang memiliki kewenangan dalam penyusunan 
regulasi, pemberian izin, pelaksanaan inspeksi, serta penegakan ketentuan hukum pada 
seluruh kegiatan ketenaganukliran (Fautngiljanan, 2023). Mekanisme pengawasan tersebut 
mencakup seluruh siklus hidup pembangkit listrik tenaga nuklir, mulai dari kajian awal, 
penetapan lokasi, persetujuan desain, konstruksi, komisioning, operasional, hingga 
dekomisioning (Birmano, 2015). Selain itu, BAPETEN menjadikan standar keselamatan yang 
ditetapkan International Atomic Energy Agency (IAEA) sebagai rujukan utama agar sistem 
keselamatan nasional selaras dengan praktik internasional. Pada tingkat global, IAEA juga 
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mengembangkan berbagai Safety Standards dan menyediakan program Integrated 
Regulatory Review Service (IRRS) sebagai sarana evaluasi dan penguatan kapasitas 
lembaga pengawas negara anggota dalam membangun infrastruktur keselamatan nuklir 
yang efektif dan independen. 

Pelaksanaan misi IRRS di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan kapasitas 
pengawasan melalui pembaruan regulasi, penguatan sistem manajemen kelembagaan, 
peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan komunikasi publik, serta 
penyempurnaan sistem kesiapsiagaan dan respons kedaruratan (International Atomic 
Energy Agency, 2019). Meskipun demikian, IAEA tetap merekomendasikan pembaruan 
regulasi secara berkala agar sejalan dengan perkembangan standar internasional, disertai 
dukungan sumber daya manusia dan pendanaan yang memadai bagi BAPETEN (Alamsyah 
et al., 2017). Dalam pengelolaan bahan bakar bekas dan limbah radioaktif yang berkaitan 
dengan penerapan REMIX, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif 
komprehensif dan diselaraskan dengan standar keselamatan internasional. Namun, 
perkembangan teknologi reaktor generasi baru yang menggunakan bahan bakar dan sistem 
pendingin nonkonvensional menuntut adanya penyesuaian kebijakan pengawasan yang 
lebih adaptif. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, penyempurnaan regulasi, 
dan modernisasi mekanisme pengawasan menjadi prasyarat penting agar penerapan 
precautionary principle dalam pengembangan energi nuklir hijau berbasis REMIX dapat 
dilaksanakan secara akuntabel, aman, dan berkelanjutan. 

 
5. Standar Pengelolaan Limbah Radioaktif 

Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Limbah Radioaktif, limbah radioaktif adalah zat radioaktif dan bahan serta 
peralatan yang telah terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian 
instalasi nuklir yang tidak dapat digunakan lagi. Pengelolaan limbah radioaktif merupakan 
salah satu aspek yang sangat penting dalam pengembangan green nuclear energy karena 
limbah tersebut memiliki karakteristik yang berbahaya dan sebagian dapat tetap bersifat 
radioaktif dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, pengelolaannya harus 
dilakukan berdasarkan standar keselamatan yang ketat untuk melindungi kesehatan 
manusia dan lingkungan. Berdasarkan tingkat radioaktivitasnya, limbah radioaktif 
diklasifikasikan menjadi very low level waste (VLLW), low level waste (LLW), intermediate 
level waste (ILW), dan high level waste (HLW). Setiap kategori memerlukan metode 
pengelolaan yang berbeda, mulai dari penyimpanan dekat permukaan hingga sistem 
penyimpanan khusus dengan penghalang berlapis untuk limbah tingkat tinggi. Standar 
tersebut diterapkan untuk memastikan bahwa zat radioaktif tidak mencemari lingkungan 
serta tidak membahayakan manusia selama proses penyimpanan maupun setelah fasilitas 
pengelolaan ditutup. 

Dalam penerapan konsep REMIX, standar pengelolaan limbah radioaktif tetap 
menjadi prioritas meskipun teknologi tersebut mampu mengurangi volume limbah melalui 
proses daur ulang bahan bakar nuklir. Residu radioaktif yang masih dihasilkan tetap harus 
dikelola melalui sistem pengolahan, penyimpanan, dan pembuangan yang aman sesuai 
standar internasional. Di Indonesia, pengelolaan limbah radioaktif telah diatur dalam 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran serta berbagai regulasi 
BAPETEN.a Namun, perkembangan teknologi daur ulang bahan bakar nuklir menuntut 
adanya penyempurnaan regulasi dan pengawasan agar penerapan REMIX dapat berjalan 
sesuai dengan precautionary principle serta mendukung pengembangan energi nuklir yang 
aman dan berkelanjutan. 
 
6. Mekanisme Pertanggungjawaban (liability) Atas Risiko Lingkungan 

Pengembangan green nuclear energy melalui konsep REMIX memiliki risiko 
lingkungan yang tinggi sehingga Indonesia menerapkan sistem tanggung jawab mutlak 
(absolute liability) dalam hukum ketenaganukliran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, pengusaha instalasi nuklir wajib bertanggung jawab 
atas kerugian nuklir tanpa perlu pembuktian kesalahan (UU No. 10 Tahun 1997, Pasal 28–
40). Selain itu, pengusaha instalasi nuklir diwajibkan memiliki asuransi atau jaminan 
keuangan untuk menjamin tersedianya dana kompensasi apabila terjadi kecelakaan nuklir. 

Dalam konteks REMIX, mekanisme pertanggungjawaban ini perlu diharmonisasikan 
dengan hukum lingkungan hidup, khususnya prinsip tanggung jawab mutlak dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(UU No. 32 Tahun 2009, Pasal 88). Harmonisasi tersebut penting karena pengelolaan 
limbah radioaktif berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang. Oleh sebab 
itu, penguatan sistem pertanggungjawaban perlu diarahkan pada penyesuaian batas ganti 
rugi, peningkatan jaminan keuangan, dan perlindungan yang lebih efektif terhadap 
lingkungan serta masyarakat terdampak. 
 
Potensi dan Tantangan Implementasi Konsep REMIX sebagai Pendekatan Pengelolaan 
Limbah Radioaktif yang Berkelanjutan   
1. Potensi REMIX sebagai Solusi Energi Bersih 

Dilihat dari aspek teknis, REMIX dapat dikategorikan sebagai salah satu varian dari 
siklus bahan bakar nuklir tertutup (closed nuclear fuel cycle). Konsep ini dikembangkan oleh 
para peneliti Rusia untuk menjadi alternatif atas metode reprosesing PUREX konvensional, 
yang selama ini menghasilkan bahan bakar MOX atau mixed oxide. Letak perbedaan utama 
antara kedua metode tersebut ada pada penanganan plutonium. Pada metode MOX, 
plutonium harus dipisahkan secara penuh dari uranium hasil reprosesing. Sebaliknya, pada 
REMIX, pemisahan plutonium secara murni justru sengaja dihindari; plutonium hanya 
dicampurkan dalam konsentrasi rendah (kurang lebih 1-2% berat sebagai PuO₂) bersama 
uranium alam yang diperkaya dan uranium hasil daur ulang. Melalui proses tersebut, 
dihasilkan bahan bakar yang karakteristiknya setara dengan bahan bakar uranium-235 
standar untuk reaktor jenis VVER (Kagramanyan et al., 2019). Klaim bahwa REMIX 
berpotensi menjadi solusi energi yang lebih efisien dan bersih dibandingkan siklus bahan 
bakar terbuka (once-through cycle) didukung oleh sejumlah data dan studi berikut: 
1) Dari segi efisiensi sumber daya, hasil pemodelan ekonomi-matematis yang dilakukan 

oleh Matveenko dkk. memperlihatkan bahwa kebutuhan uranium alam dapat dihemat 
sebesar 24–36% apabila REMIX diterapkan. Selain itu, kebutuhan kerja pemisahan 
isotop (separation work) juga dapat ditekan, dengan rentang penghematan 8–18% untuk 
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varian REMIX-A hingga 40% untuk varian REMIX-C, bergantung pada varian fabrikasi 
yang dipilih. 

2) Terkait reduksi volume limbah akhir, studi yang sama menunjukkan bahwa massa 
limbah radioaktif yang harus dikirim ke fasilitas pembuangan akhir dapat diturunkan 
hingga 20 kali lipat melalui penggunaan REMIX dibandingkan siklus terbuka. Bagi 
negara dengan keterbatasan lahan serta infrastruktur penyimpanan limbah jangka 
panjang seperti Indonesia, angka tersebut tentu menjadi temuan yang signifiikan 
(Matveenko et al., 2021).  

3) Adapun dalam kaitannya dengan strategi penutupan siklus bahan bakar dua komponen, 
Adamov, Mochalov, dan Rachkov menempatkan REMIX sebagai salah satu pilar dalam 
strategi two-component nuclear energy. Strategi ini menggabungkan reaktor termal dan 
reaktor cepat ke dalam satu siklus bahan bakar tertutup, dengan tujuan meminimalkan 
akumulasi SNF secara structural, bukan semata-mata mengurangi volumenya secara 
insidental (Kagramanyan et al., 2019). 

4) Terakhir, terkait profil proliferasi, REMIX dinilai memiliki risiko yang relatif lebih rendah 
dibandingkan rute reprosesing PUREX-MOX konvensional. Hal ini disebabkan oleh fakta 
bahwa plutonium tidak pernah hadir dalam bentuk terpisah murni sepanjang prosesnya, 
sehingga daya tariknya untuk disalahgunakan sebagai bahan baku senjata pun 
berkurang secara desain yang berbeda dengan rute PUREX-MOX yang justru 
menghasilkan plutonium dalam bentuk terpisah (Kagramanyan et al., 2025). 

5) Selain memberikan efisiensi bahan bakar dan pengurangan limbah, REMIX juga 
berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional. Indonesia hingga saat ini masih 
bergantung pada impor energi primer tertentu dan menghadapi tantangan peningkatan 
kebutuhan listrik akibat industrialisasi serta pertumbuhan penduduk. Dengan 
kemampuan mendaur ulang uranium dan plutonium yang masih memiliki nilai energi, 
REMIX memungkinkan optimalisasi sumber daya nuklir sehingga ketergantungan 
terhadap pasokan uranium alam dapat dikurangi. Dalam jangka panjang, pendekatan ini 
dapat meningkatkan keamanan pasokan energi (energy security) sekaligus mendukung 
diversifikasi bauran energi nasional menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan 
(Kovalev et al., 2020). 

Jika dilihat dari sisi kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 
2017, dua potensi target capaian, yakni Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), yang 
telah memasukkan energi nuklir sebagai salah satu opsi dalam bauran energi rendah karbon 
dan target Net Zero Emission 2060, yang mendorong pemanfaatan sumber energi rendah 
karbon secara stabil dan berskala besar (Direktorat Jenderal EBTKE, 2026). Lebih jauh, jika 
dikaitkan dengan kerangka hukum nasional, efisiensi pemanfaatan bahan bakar serta 
reduksi volume limbah yang ditawarkan oleh REMIX juga selaras dengan semangat 
pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semangat tersebut tercermin dalam 
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekaligus 
dalam kerangka perizinan pemanfaatan tenaga nuklir menurut UU No. 10 Tahun 1997 
tentang Ketenaganukliran. Perlu digarisbawahi, bagaimanapun, bahwa keseluruhan data 
kuantitatif yang dipaparkan di atas bersumber dari studi pemodelan dan simulasi dalam 
konteks reaktor VVER di Rusia dan Belarus. Kondisi geologis, kapasitas kelembagaan 
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pengawasan, maupun skala industri nuklir di kedua negara tersebut tentu berbeda secara 
signifikan dengan Indonesia. Oleh karena itu, potensi REMIX lebih tepat dipahami sebagai 
sesuatu yang promising but context-dependent merupakan sebuah catatan kritis yang akan 
menjadi pijakan penting bagi pembahasan tantangan pada bagian selanjutnya. 

 
2. Risiko Teknis: Radioaktivitas Plutonium dan Keamanan Fasilitas 

Meskipun REMIX berhasil menurunkan risiko proliferasi, hal tersebut tidak serta-merta 
menghapuskan risiko teknis yang melekat pada penanganan plutonium maupun proses 
reprosesing itu sendiri. Terdapat setidaknya tiga lapis risiko teknis yang relevan untuk 
dianalisis lebih lanjut: 
1) Pertama, persoalan sifat radiotoksisitas plutonium yang persisten. Plutonium termasuk 

isotop Pu-239 yang menjadi komponen utama dalam REMIX yang dikenal sebagai 
pemancar alfa dengan waktu paruh yang sangat panjang. Apabila terinhalasi atau 
tertelan, radiotoksisitasnya pun tergolong tinggi. Konsekuensinya, sistem 
pengungkungan (confinement) serta proteksi radiasi yang ketat tetap diperlukan dalam 
penanganannya, walaupun konsentrasi plutonium dalam REMIX relatif lebih rendah 
dibandingkan MOX (International Atomic Energy Agency [IAEA], 2017, p. 3). Signifikansi 
material nuklir khusus (special nuclear material) semacam ini pun menjadikannya tetap 
sebagai objek pengawasan internasional yang serius, terlepas dari skema reprosesing 
yang digunakan (Union of Concerned Scientists, 2026). 

2) Kedua, risiko yang muncul pada tahap reprosesing dan fabrikasi. Badan Tenaga Atom 
Internasional (IAEA) telah mengidentifikasi bahwa risiko utama pada fasilitas 
reprosesing bahan bakar nuklir meliputi kekritisan (criticality), kebocoran 
pengungkungan, paparan radiasi, serta bahaya kimia. Risiko-risiko tersebut harus 
dikendalikan melalui langkah teknis dan administratif, mulai dari tahap pemilihan lokasi 
hingga dekomisioning fasilitas (IAEA, 2017, p. 4). Risiko ini bukan sekadar potensi yang 
bersifat teoretis semata. Sebagai gambaran empiris, kajian terhadap 18 insiden ledakan 
historis di berbagai fasilitas reprosesing bahan bakar nuklir mencatat bahwa enam di 
antaranya merupakan ledakan "red oil" yang diakibatkan oleh reaksi eksotermik antara 
pelarut organik (tributil fosfat) dan asam nitrat pada suhu tinggi. Salah satu insiden 
tersebut bahkan diklasifikasikan sebagai insiden nuklir tingkat 6 pada Skala Kejadian 
Nuklir Internasional (INES) (Liu et al., 2024, pp. 108–116).  Karena REMIX tetap 
mensyaratkan tahapan reprosesing kimiawi sebelum bahan bakar regenerasi dapat 
difabrikasi, risiko yang sejenis pada dasarnya tetap relevan untuk dipertimbangkan 
meskipun tingkat konsentrasi plutonium yang lebih rendah memungkinkan terjadinya 
reduksi pada sebagian severitas potensialnya. 

3) Ketiga, kebutuhan akan keamanan fisik dan pengawasan (safeguards) fasilitas. 
Walaupun plutonium dalam REMIX tidak pernah berada dalam bentuk terpisah murni, 
jumlah plutonium yang relevan secara senjata (weapons-usable quantity) tetap 
tergolong kecil. Diperkirakan, kurang dari sembilan kilogram plutonium sudah cukup 
untuk merakit senjata nuklir sederhana. Oleh sebab itu, rezim keamanan fisik yang 
setara dengan fasilitas penanganan bahan nuklir khusus lainnya tetap dibutuhkan pada 
fasilitas penyimpanan, transportasi, maupun fabrikasi bahan bakar regenerasi (Union of 
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Concerned Scientists, n.d.). Senada dengan hal tersebut, laporan Congressional 
Research Service turut mencatat bahwa plutonium yang tidak dipisahkan dari produk fisi 
memang relatif kurang menarik untuk disalahgunakan. Akan tetapi, risikonya tetap 
digambarkan sebagai "relatif rendah", bukan nihil sama sekali, dan tingkat risiko tersebut 
tetap bergantung pada ketersediaan keahlian teknis serta fasilitas khusus dari pihak 
yang berniat melakukan penyalahgunaan (Congressional Research Service, n.d., hlm. 
6). 

Dapat disimpulkan, REMIX memang menggeser profil risiko teknis bila dibandingkan 
dengan reprosesing konvensional, namun pergeseran tersebut tidak serta-merta 
menghapuskan risiko itu sendiri. Justru pergeseran inilah yang secara epistemologis relevan 
dengan logika precautionary principle: ketidakpastian mengenai skala risiko residual pada 
konteks penerapan baru yang termasuk pada negara yang belum memiliki pengalaman 
reprosesing skala industri seperti Indonesia tidak dapat begitu saja disamakan dengan 
ketiadaan risiko. 
 
3. Risiko Terhadap Lingkungan & Manusia  

Meskipun REMIX (Regenerated Mixture of Uranium and Plutonium Oxides) 
menawarkan manfaat dalam mendukung energi nuklir berkelanjutan, penerapannya tetap 
memiliki risiko yang perlu diantisipasi melalui prinsip kehati-hatian (precautionary principle). 
Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan pencegahan meskipun tingkat risiko belum 
dapat dipastikan secara ilmiah. Salah satu risiko utama adalah kerusakan elemen bahan 
bakar yang dapat menyebabkan pecahnya lapisan pelindung (cladding) sehingga 
radionuklida dan produk fisi berpotensi terlepas ke sistem reaktor maupun lingkungan.Selain 
itu, proses reprocessing pada REMIX tetap menghasilkan limbah radioaktif tingkat tinggi 
yang memerlukan pengelolaan dan penyimpanan jangka panjang. Apabila terjadi kebocoran 
atau kegagalan sistem pengamanan, radionuklida dapat mencemari tanah, air tanah, dan 
ekosistem di sekitarnya. 

Dari sisi kesehatan manusia, paparan radiasi akibat kecelakaan nuklir dapat 
menyebabkan kerusakan jaringan tubuh, meningkatkan risiko kanker, serta menimbulkan 
gangguan genetik pada generasi berikutnya.Di samping itu, limbah yang mengandung 
plutonium dan aktinida minor masih memiliki tingkat radiotoksisitas tinggi dalam jangka 
waktu yang sangat panjang sehingga memerlukan pengelolaan yang ketat.Oleh karena itu, 
pengembangan dan penerapan REMIX harus disertai sistem keselamatan yang kuat serta 
pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan keberlanjutan energi dapat tercapai tanpa 
mengabaikan keselamatan manusia dan perlindungan lingkungan. 

 
Relevansi Precautionary Principle dan REMIX terhadap Pencapaian Net Zero Emission 
2060 dan Ketahanan Energi Nasional   
1. Posisi Indonesia dalam Transisi Energi dan Ketahanan Energi Nasional 

Posisi Indonesia dalam transisi energi global semakin strategis seiring kebutuhan 
menyeimbangkan target dekarbonisasi dengan ketahanan energi nasional. Namun, capaian 
bauran energi terbarukan yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa proses 
transisi energi belum berjalan optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah memperbarui arah 
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kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi 
Nasional, yang menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan secara bertahap hingga 
70–72% pada tahun 2060 sejalan dengan agenda Net Zero Emission. Dalam kerangka 
tersebut, energi nuklir mulai diposisikan sebagai salah satu sumber energi strategis yang 
mendukung sistem ketenagalistrikan nasional, dengan proyeksi kontribusi yang terus 
meningkat karena kemampuannya menyediakan listrik dalam jumlah besar secara stabil dan 
rendah karbon. 

Pengakuan terhadap peran strategis nuklir tercermin dalam dimasukkannya PLTN ke 
dalam RUKN 2025–2060 dan RUPTL PLN 2025–2034. Meskipun demikian, 
pengembangannya masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan investasi 
yang besar, aspek keselamatan, hingga penerimaan masyarakat terhadap pembangunan 
fasilitas nuklir. Oleh karena itu, tata kelola energi nuklir harus dirancang secara hati-hati 
dengan memperhatikan perlindungan lingkungan dan partisipasi publik. Dalam konteks ini, 
konsep REMIX menjadi relevan karena menawarkan pemanfaatan kembali material nuklir 
yang masih bernilai guna untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar sekaligus mengurangi 
volume limbah radioaktif. Bagi Indonesia yang sedang mempersiapkan pembangunan PLTN 
pertama, penerapan konsep tersebut dapat menjadi bagian dari strategi ketahanan energi 
yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan listrik nasional, tetapi juga 
selaras dengan prinsip kehati-hatian dan pembangunan berkelanjutan. 

 
2. Kesiapan Regulasi Nuklir Indonesia Saat Ini 

Kesiapan regulasi terkait tenaga nuklir di Indonesia saat ini sangat tergantung pada 
UU No. 10 Tahun 1997 tentang ketenaganukliran yang menjadi dasar hukum utama. Namun, 
banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa undang-undang ini sudah tidak relevan dan 
kedaluwarsa untuk mendukung kebutuhan industri nuklir saat ini, terutama yang berkaitan 
dengan aspek keselamatan, pengelolaan limbah radioaktif, dan transparansi informasi publik 
(Kementerian PPN/Bappenas, 2025). Menanggapi situasi ini, BAPETEN tengah mendorong 
diadakannya revisi melalui RUU Ketenaganukliran, yang sejak Juli 2024 telah memasuki 
tahap audiensi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional dan berjuang untuk dimasukkan 
ke dalam prolegnas Prioritas 2025 (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2024). Dalam tahap 
regulasi yang lebih lanjut, sejumlah peraturan baru telah dikeluarkan untuk memperkuat 
kerangka hukum yang telah ada. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2023 tentang 
Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif telah dibahas oleh BAPETEN 
dalam kegiatan pembinaan yang diadakan pada April 2025. Selain itu, Peraturan BAPETEN 
No. 4 dan No. 5 Tahun 2024 diumumkan pada akhir Desember 2024 dan mulai 
disosialisasikan pada Januari 2025 di seluruh Lembaga Pelatihan Ketenaganukliran, di mana 
Perba No. 5/2024 secara khusus mengatur kategori dan tingkat keamanan zat radioaktif dari 
kategori 1 hingga 5, kewajiban program keamanan yang berdasarkan analisis risiko, serta 
pengelolaan insiden keamanan (Badan Pengawas Tenaga Nuklir, 2025). 

Dari perspektif kelembagaan, keadaan ini masih memunculkan tantangan. Dokumen 
Kerja Bappenas (2025) menyoroti sejumlah isu institusional, antara lain ketidakhadiran 
Badan Pelaksana Khusus setelah integrasi BATAN ke dalam BRIN, kebingungan mengenai 
operator PLTN, dan peran Kementerian ESDM yang masih belum terdefinisi dengan baik. 
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Beberapa rekomendasi yang diajukan mencakup pembentukan Badan Pelaksana Tenaga 
Nuklir, percepatan perubahan UU Ketenaganukliran agar sejalan dengan standar IAEA, 
penguatan posisi BAPETEN sebagai pengawas independen, pembentukan Tim Persiapan 
PLTN, serta penetapan PLN sebagai operator utama untuk PLTN (Kementerian 
PPN/Bappenas, 2025). Peta jalan resmi pemerintah yang terdapat dalam RPJPN 2025-2045 
(UU No. 59/2024) mengatur periode 2025-2029 sebagai fase persiapan untuk regulasi dan 
lembaga, sebelum berpindah ke tahap konstruksi yang akan berlangsung antara tahun 2030-
2034. Berdasarkan misi Integrated Regulatory Review Service (IRRS), tim IAEA 
mengidentifikasi bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah sesuai dengan saran 
sebelumnya dan terus melaksanakan kerangka perlindungan Kesehatan Masyarakat dan 
Keselamatan, termasuk pengembangan kebijakan serta strategi nasional yang berhubungan 
dengan keselamatan nuklir (International Atomic Energy Agency, n.d.). Pada Juni 2025, 
pemerintah menargetkan agar PLTN perdana dapat beroperasi pada tahun 2034 di wilayah 
Sumatra dan Kalimantan, dengan Rusia dan Kanada menunjukkan ketertarikan untuk 
berpartisipasi dalam proyek ini. 

 
3. Gap Regulasi dan Rekomendasi Kebijakan untuk Adopsi RREMI 

Indonesia sebenarnya telah meletakkan dasar hukum di bidang ketenaganukliran 
lewat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, tapi masih ada 
beberapa hal yang belum sepenuhnya siap, terutama kalau kita bicara soal penerapan 
teknologi REMIX. Salah satu kendalanya adalah ketiadaan fasilitas untuk proses ulang 
bahan bakar nuklir bekas, yang mana ini adalah unsur penting dalam siklus bahan bakar 
REMIX. Pengelolaan limbah radioaktif di Indonesia sampai sekarang lebih banyak terfokus 
pada penyimpanan atau pembuangan, bukan untuk pemanfaatan ulang bahan bakar bekas 
(Ratiko et al., 2020). Ditambah lagi, regulasi khusus yang mengatur pemanfaatan plutonium 
hasil daur ulang belum ada, padahal materi ini butuh pengawasan ekstra agar terhindar dari 
risiko proliferasi nuklir (Republik Indonesia, 1997; Republik Indonesia, 2013). Selain itu, 
sumber daya manusia dan penguasaan teknologi di aspek siklus bahan bakar nuklir juga 
masih terbatas. Belum lagi, aturan yang mengatur tanggung jawab lingkungan dan 
manajemen risiko secara menyeluruh juga belum ada, dan ini jadi tantangan tersendiri dalam 
mengadopsi teknologi REMIX (IAEA, 2019; Republik Indonesia, 2013). 

Kalau kita mau dukung penggunaan REMIX, tentu saja kerangka regulasi 
ketenaganukliran Indonesia harus diperbarui, terutama untuk mengatur hal-hal seperti 
keselamatan, keamanan, perizinan, dan pengawasan terkait siklus bahan bakar tertutup 
yang jadi basis teknologi itu (IAEA, n.d.). Penguatan kapasitas regulator, terutama 
BAPETEN, juga sangat penting supaya pengawasan terhadap seluruh tahap pengelolaan 
bahan bakar nuklir bisa sesuai dengan standar internasional (IAEA, 2024). Pemerintah pun 
perlu lebih menerapkan prinsip kehati-hatian, misalnya lewat studi risiko lingkungan, 
pengawasan jangka panjang, serta pengelolaan limbah radioaktif yang memang 
menitikberatkan pada upaya pemanfaatan kembali sumber daya (IAEA, 2015; IAEA, 2025). 
Kerja sama internasional juga seharusnya diperkuat, terutama dengan IAEA dan negara-
negara yang sudah lebih berpengalaman dalam teknologi daur ulang bahan bakar nuklir, 
supaya transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan sistem 
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pengamanan nuklir bisa berjalan lancar (Reuters, 2025). Dan tentu saja, mekanisme 
pertanggungjawaban hukum yang komprehensif harus dibangun agar perlindungan 
lingkungan, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan pengembangan energi nuklir di 
Indonesia bisa benar-benar terjamin (IAEA, 2009). Tidak ada jalan pintas di sini, namun 
langkah-langkah tersebut penting untuk maju ke depan. 
 
SIMPULAN 

Pengembangan Green Nuclear Energy melalui konsep REMIX merupakan alternatif 
strategis dalam mendukung transisi energi Indonesia menuju sistem energi rendah karbon 
dan berkelanjutan. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bahan bakar 
nuklir melalui daur ulang uranium dan plutonium serta mengurangi volume limbah radioaktif, 
sehingga berpotensi mendukung pencapaian target Net Zero Emission Indonesia tahun 2060 
dan memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, penerapannya tetap mengandung 
ketidakpastian ilmiah dan risiko lingkungan yang bersifat jangka panjang, sehingga 
penerapan precautionary principle menjadi landasan penting dalam setiap tahap 
pengembangannya. 

Penerapan precautionary principle perlu diwujudkan melalui regulasi yang adaptif, 
sistem perizinan berbasis keselamatan, pengawasan yang independen, pengelolaan limbah 
radioaktif sesuai standar internasional, serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif. 
Dengan demikian, pengembangan Green Nuclear Energy berbasis REMIX tidak hanya 
menjadi solusi energi masa depan, tetapi juga tetap menjamin perlindungan lingkungan dan 
keadilan antargenerasi. 

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah perlu melakukan pembaruan regulasi di 
bidang ketenaganukliran agar mampu mengakomodasi perkembangan teknologi Green 
Nuclear Energy, khususnya penerapan konsep REMIX sebagai teknologi daur ulang bahan 
bakar nuklir. Pembaruan tersebut hendaknya tidak hanya berfokus pada aspek pemanfaatan 
energi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) secara 
menyeluruh dalam setiap tahapan pengembangan, mulai dari perencanaan, perizinan, 
operasional, hingga pengelolaan limbah radioaktif. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga 
pengawas, peningkatan standar keselamatan yang selaras dengan ketentuan internasional, 
serta penyempurnaan mekanisme pertanggungjawaban atas risiko lingkungan perlu menjadi 
prioritas guna menjamin perlindungan masyarakat dan lingkungan hidup secara optimal. Di 
samping itu, pengembangan energi nuklir berbasis REMIX perlu dilakukan secara transparan 
dengan melibatkan partisipasi masyarakat, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan 
agar tercipta kepercayaan publik serta dukungan yang kuat terhadap kebijakan energi yang 
aman, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan generasi sekarang maupun 
generasi yang akan datang.  
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